Menimbang:

Mengingat:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAY APURA

NOMOR 9 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUS PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

bahwa dengan tdah ditetgpkannya Keputusan Menteri Daam Negeri
Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribug
Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat 11, maka Retribus Penyedotan
Kakus merupakan Jenis Retribus Daerah Tingkat 11;

bahwa untuk memungut retribus sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Proping
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Proping Irian
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 2907).
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3037);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah dan
Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
3685);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama
Propins Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik
.Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2997);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribus Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3692);

Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang
Ketentuan Umum Mengenai penyidik Pegawa Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Ddam Negeri Nomor 4 Tahun
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1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

9.  Keputusan Menteri Ddam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Dagerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesthan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribus Daerah;

11. Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata cara Pemungutan Retribus Daerah,

12. Keputusan Menteri Ddam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribus Daerah;

13.  Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-Jenis Retribus Daerah Irian Jaya Tingkat | dan Daerah
Tingkat I1;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAY APURA

MEMUTUSKAN:

Menetgpkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a

b.
C.
d

Daerah addah Kabupaten Jayapura;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;

Kepada Dagerah addah Bupati Jayapura;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firmakongs, koperas, yayasan atau organisas yang sgenis, lembaga
dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;

Retribus Jasa Usaha addah retribug atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prindp komersd karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swastg;
Retribus Penyedotan Kakus yang sslanjutnya dapat disebut retribus adalah Pembayaran atas
Pelayanan Penyedotan Kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk
yang dikelola oleh pihak swastg;

W4gib Retribus addah orang pribadi yang menurut peraturan Perundang-undangan retribug
diwgibkan untuk melakukan pembayaran tertribus;

Surat Pendaftaran Objek Retribus Daerah yang sdanjutnya dapat disingkat SPAORO, adalah
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Surat yang digunakan olen Wgjib Retribus untuk melaporkan objek retribus dan Wgjib Retribus
shagal dasar pertimbangan dan pembayaran retribus yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan retribug Daerah;

I. Surat Ketetgpan Retribus Daerah, yang sdanjutnya dapat disngkat SKRD, addah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribus yang terutang;

J- Pemeriksaan addah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan
atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewgjiban retribus
Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

k.  Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribus Dagrah addah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawa Negeri Spil yang sdanjutnya dissbut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribug
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II
NAMA, OBEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribus Penyedotan Kakus dipungut retribus sebagai pembayaran atas penyedotan
Kakus/jamban.

Pasal 3
(1) Objek Retribug adaah pelayanan Penyedotan kakus/jamban oleh Pemerintah Daerah.
(2) Tidak termasuk objek retribus addah pdayanan penyedotan kakus/jamban yang dimiliki dan
atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihek swvagta
Pasal 4
Subjek Retribus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan/jamban.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUS

Pasal 5
Retribus Pelayanan Penyedotan Kakus digolongkan sebagal Retribus Jasa Usaha

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot.
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